PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tip/Fax. (0452)21743, Em@il : dinasp didikankabposo@gmail.com, Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.45/ 6o ( /DIKBUD/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar disatuan
pendidikan, perlu ditetapkan izin operasional Sekolah Dasar (SD);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso.

—_

Mengingat . Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

: 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sckolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11
Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KeMenterian Pendidikan dan
Kebudayaan; ‘

L1. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan:




MEMUTUSKAN

lapkan

csatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada
Satuan Pendidikan :
Nama Sekolah : SD NEGERI 6 TENTENA
Jenis Pendidikan . Sekolah Dasar
Status : Negeri
Alamat :  Kelurahan Petirodongi
Desa/Kelurahan : Pamona '
Kecamatan : Pamona Utara
Kabupaten : Poso
NPSN ;40201452

Kedua : Dalam hal meclaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan
mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Ketiga : Perpanjangan Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai
tanggal 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027 dengan ketentuan akan diperpanjang
setelah dilakukan kajian dan evaluasi selama 5 (lima) tahun operasional.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso
Pada tanggal : 20 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,

DEDRIAWAN TALINGKAU, SSTP
Pembina Utama Muda, IV/c

NIP, 19800909 199912 1 001
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BUPATIPOSO
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KEPUTUSAN BUPAYI POSO !
Nomor 188 45/5455/033/2014 .

TENTANG

SK PENGGANTI PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKCLAH
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SHP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SkA),
SEKOLAH MENANGAY KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN POSO
TAHUN 2014

BUPATI POSO,

© Meuimbang : a batiwa untuk menunjany pelaksanasn proces belajar mengajar tingkat
" Taman Kanak-kanak (TK), Sekoluh Daser (SD), Sckolah Menengal:
Pertama (SMP), Sckolah Menengeh Auas :SMA), Sckolah Menenzah
3 Kejurean (SMK) di Kabupaten Poso;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sepagaimana dimaksud huruf 2
dintas periu ditetupkan dengan Keputusan 3upati Peso,

. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahua 2003 wentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Talun 2004, tentang Pemerintahan
Decrah (I embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomer
125, Tambahaa Lombarar, Negara Republik Indonesia Nomer 4438),
sehagaimana (elsh diubah beberapa kuli terakhir dengan !/ndang- ;
undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perabahan Kedua Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemérintshan  Daerah,
(Lemtaran Negara Repubiik Indonzsis Tahon 2008 Nomor 39,
Tambehar Lembaran Negara Repuolik Indouesia Nomor 4844);

3. Peruturan Pemeriniah Nomwor 19 Tehun 2005 temtang Swndar
Nasional Pendidikan; '

4. Kepmendiknas RI Nomor 0601/2002 ientang Pedoman Pendinan '
Sekolah; -




Memperhetikan

Kesew

Kedua

5. Permendiknes Nowmor 29 Taiun 2005 tamgBdmAkndiﬂli
Nasicnal Sekoiai/Madrasah;

6. Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2010 tensang Stondar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar di Kabupater/Kow;

7. Persturan Daersh Kabupaten Foso Nomar 15 tshun 2012 wnisng
Pengeiolaan dan Penyelenggaraan Pendidikn.

s L mkmﬂikwddmmﬁdixmm?m._ggnnokum

penting seperti SK pendirian don Operyional Sekolah terbakar Jan
hilang;
5 SX Pendirian dan Operasionsl Seholah sangat ditutuhkan daiam

MEMUTUSKAN

. Membuat Kembali SK Pendirian dan SK Opzrasional Taman Kanak-

kanak (TK), Sekolsh Lrasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Mencagah Atas (SMA), Sekolah Meneagah Kejuruan (SMK} di
Kabupaten Poso Pasca honflik:

:Wﬁmmm{mmmwnmo:pninﬁdmmkajn

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, masing-masing
berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri  Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 034/0/1997; Nomor 035/0/1997 dan Nomor
035/0/1997; Nomor 0296/0/1978: ;

. tdentitas Sekolah sebagai berikut,

Nama . $D Negeri 6 Tentena

NSS . 101180304006

*PSN . 40201452 )
 Tahun Pendirian : 1983

Alamat . Jalan Rumbenuny, No. 81 Kelurahan Pamona
hecamatan . Pamona Pusclemba

Kabupaien : Peso
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Di tetapkan

Menteri Pendidikan Nasional di lakarta;

Kepola Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;

Kepale: BAPPEDA Kabupaten Poso i paso;

Inspebtur Inspektora; Kaoupaten Poso di Posu,

Kepala Dinas Pendidikan K avupaten Voso di Pose,

Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan schagaimana restinya.

- Kepuusan ini beraku scjak tanggal ditetspkan, dan apabila iendap
kekeliruan dalam penetapannys akan diperbaiki schagaimana mestinya.

Di Foso

o 74 umi 2014
S 3




